
BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah
Kabupaten Bengkalis diperlukan dasar pengukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah
serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 perlu menetapkan
indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam
Peraturan Bupati,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021-2026:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 945:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

a.

b.

d.

2.

4.



Menetapkan :

10.

11.

2

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80):

5.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah,

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama,

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842):

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten BengkalisTahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7):
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah KabupatenBengkalis.
Bupati adalah Bupati Bengkalis.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenBengkalis.

4.
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5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang
perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Bengkalis.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan dan berada di
Kabupaten Bengkalis.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun
2021 sampai dengan Tahun 2026.

8. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai
penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan
kegiatan yang dilaksanakan.

9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen
khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan
standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator
kinerja yang telah ditetapkan.

10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan
perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program
dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan
identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul
dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini
mungkin.

11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi.

12.IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

13. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

14. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi:
a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik,
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian

tujuan sasaran strategis Pemerintah Daerah: dan
c. untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1)
Ruang

lingkup IKU yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri
ari:

a. IKU Pemerintah Daerah: dan
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b. IKU Perangkat Daerah.

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disesuaikan dengan IKU Pemerintah Daerah.

BAB II
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
ayat (1) huruf a dipergunakan Pemerintah Daerah sebagai:
a. perencanaan jangka menengah,
b. perencanaan tahunan,
Cc. penganggaran,
d kebutuhan data indikator pemerintah bagi penyusunan dokumen

penetapan kinerja,
pelaporan akuntabilitas kinerja,e.

evaluasi kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah, dan£

g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan.

Pasal 5

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah
dinyatakan dengan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) dan diselaraskan dengan dokumen RPJMD.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja
dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi
yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk
perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada
baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB III
PELAPORAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam pengembangan dan
penetapan IKU di Daerah.
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(2) Pelaksanaan dan Pelaporan IKU dilaksanakan oleh seluruh
Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

(3) Monitoring dan Evaluasi capaian IKU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja
Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 21), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun
2017 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2019 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 17 JANUARI 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 JANUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 7



 

GAN ASLINYA
KAB, KBA KAB: BN EmAGI

UPATEN BENGKALIS

S(SETD/
ENDRO ARRASYID

19820706 201001 1 009



LAM
PIRAN

:
PERATU

RAN
BU

PATI
BEN

G
KALIS

N
O
M
O
R

:
7

TAH
U
N

2022
TAN

G
G
AL

:47
JAN

U
ARI

2022
IN
D
IKATO

R
KIN

ERJA
U
TAM

A
PEM

ERIN
TAH

D
AERAH

N
O

Tujuan/Sasaran
IN
D
IKATO

R
KIN

ERJA
U
TAM

A
D
EFIN

ISI
O
PERASIO

N
AL

PEN
JELASAN

/ FO
RM

U
LASI

PERH
ITU

N
G
AN

1
P

3
(aj

Bj
1|M

em
perkokoh

perekonom
ian

daerah
dan

Pertum
buhan

Ekonom
i(D

engan
JU
kuran

yang
m
enyatakan

kenaikan
kapasitas

produksi, baik
dari

m
asyarakat

m
elaluipengelolaan

sum
berdaya

alam
,potensi pesisir

dan
kem

aritim
an.

M
igas)

sisilapangan
usaha

m
aupun

pengeluaran
dengan

m
igas

m
aupun

tanpa
m
igas

yang
diw

ujudkan
dalam

bentuk
kenaikan

PD
RB

(t
4

1)
-
PD

RB
(4

pendapatan
pada

w
ilayah

tersebut
(Pertam

bangan
M
igas

tidak
m
em

perhitungkan
nilai)

pendapatan
pada

w
ilayah

tersebut
PD

RB
(4)

X
10096

Pertum
buhan

Agregat
U
kuran

yang
m
enyatakan

kenaikan
kapasitas

produksi, baik
dari

sektoral
diluar

M
igas

sisilapangan
usaha

m
aupun

pengeluaran
dengan

m
igas

m
aupun

tanpa
m
igas

yang
diw

ujudkan
dalam

bentuk
kenaikan

PD
RB

(t
#

1)
-
PD

RB
(tj

x
1001

ks)

(PD
RB

(0

1
M
eningkatnya

Kontribusi
N
on

M
igas

terhadap
Perekonom

in
daerah

Angka
pengangguran

Tingkat
pengangguran

terbuka
adalah

persentasejum
lah

pengangguran
terhadap

jum
lah

angkatankerja.Angkatan
Kerja

adalah
penduduk

usia
kerja

(15
tahun

ke
atas) yang

bekerja
atau

punya
pekerjaan

nam
un

sem
entara

tidak
bekerja, dan

penggangguran.Pengangguran
yaitu:

(1) penduduk
yang

aktif
m
encaripekerjaan,

(2)penduduk
yang

sedang
m
em

persiapkan
usaha/pekerjaan

baru,
(3)penduduk

yang
tidak

m
encari

pekerjaan
karena

m
erasa

tidak
m
ungkin

m
endapatpekerjaan,

(4)
kelom

pok
penduduk

yang
tidak

aktif m
encaripekerjaan

dengan
alasan

sudah
m
em

punyaipekerjaan
tetapi belum

m
ulaibekerja.

PP
TPT

AK
Xx
10055

Keterangan
TPT

:Tingkat
pengangguran

terbuka
(?a)

PP
:Jum

ian
pengangguran

icrang)
PAK

Jum
lah

angkatan
kerja

(orang)

2
Terw

ujudnya
pem

ulihan
ekonom

i
daerah

dan
reform

asi
sosialpasca

pandem
i.

Angka
Kem

iskinan
Ketidakm

am
puan

dari sisi
ekonom

iuntuk
m
em

enuhikebutuhan
dasar

m
akanan

dan
bukan

m
akanan

yang
diukur

darisisi
pengeluaran

D
im

asa

atD
oa

G
ang kem

is,

g
stan

G
ini

Rasio
U
kuran

ketidakm
erataan

atau
ketim

pangan
agregat

(secara
keseluruhan) yang

angkanya
berkisar

antara
nol

(pem
erataan

sem
purna)

hingga
satu

(ketim
pangan

yang
sem

purna)
G
-1-)

PO
,#0.)

kzl



N
O

Tujuan/Sasaran
IN
D
IKATO

R
KIN

ERJA
U
TAM

A
D
EFIN

ISI
O
PERASIO

N
AL

PEN
JELASAN

/FO
RM

U
LASI

PERH
ITU

N
G
AN

7
@

El
9

G
B)

6
IPendapatan

Perkapita
Penduduk

|U
kuran

yang
ditentukan

daridarinilaipengeluaran
perkapita

an

(Juta
Rp/Kapita/

Tahun
“AD

H
B)

(konstan
tahun

2012 -
100

dan
paritas

daya
beliterhadap

96
G
D

per
kapita -

G
D
P

tahu
x

kom
oditas

(m
akanan

dan
non

m
akanan)

Junslah
Penduduk

tahun
x

G
IN
P
per

kapita -
G
N
P
tahun

x

Jum
lah

Penduduk
tahun

x

2
|M

eningkatkan
kapasitas

sum
berdaya

7
IIndeks

Pem
bangunan

M
anusia

kom
ponen

dasar
kualitas

hidup
m
anusia

(IPM
)
dilihat

dariem
pat

m
anusia

yang
unggul, m

andiridan
berdaya

(IPM
)

indikatoryaitu:
am

a»

saing,
-Angka

H
arapan

H
idup

IPM
&/

Iresenatan
Ipenciaitan

X
Ipar

x
100

-Rata
-rata

Lam
a
Sekolah

-
H
arapan

Lam
a
Sekolah

D
im

anai
kesehatan

:
KeenanPe

H
a

-
Pengeluaran

Perkapita
D
irnenal

Pendidikan
:

Im
as

—
M
apAa

Bang
3

BLS
BLS

am
us

BLS
raga

3
BLS

an

|
—
Juan

Padan
3

Kiroensi
Penyelbarar

|

|
-

In
(pengeluaran)

-
In
(pengeluaran,

)
Pew

akaan
In(pengeluaran,) “In

(pengeluaran,
)

3
(M

eningkatkan
kem

am
puan

kem
andirian

|
8

|Rasio
PAD

terhadap
Total

U
kuran

yang
m
enyatakan

besaran
penerim

aan
aslidaerah

yang
keuangan

daerah,optim
alisasi

Pendapatan
diperoleh

darisektorpajak
daerah, retribusidaerah, hasil

pengelolaan
aset

daerah
perusahaan

m
ilik

daerah, hasil
pengeloalaan

kekayaan
daerah

(N
ilaiPertum

buhan
PAD

Tahun
n

dan
penciptaan

iklim
investasiyang

yang
dipisahkan,

dan
lain-lain

pendapatan
asli

daerah
yang

sah
(N
ilaiPAD

Tahun
(n-1)

Xxt00w
kondusif.

terhadap
akum

ulasipenerim
aan

daerah
secara

keseluruhan

4
M
ew

ujudkan
Tatakelola

Pem
erintahan

yang
|

9
|Indek

Reform
asiBirokrasi

D
efinisiIndeks

reform
asibirokrasiadalah

penyim
pulan

atas
hasil

Baik.
penilaian

m
andiripelaksanaan

reform
asi

birokrasidilakukan
dengan

m
enjum

lahkan
angka

tertim
bang

dari

m
asing-m

asing
kom

ponen. N
ilaihasil

akhir
daripenjum

lahan
kom

ponen-kom
ponen

akan
dipergunakan

untuk
m
enentukan

tingkatpelaksanaan
reform

asibirokrasi
Penilaian

dilakukan
oleh

M
enteri PAN

RB
dan

hasilakan
dium

um
kan

N
ilaiPM

PRB:605
Kom

ponen
Pengungkit t40

Kom
ponen

H
asil

pada
D
esem

ber
tahun

berjalan.
(M

etode
Penghitungan)

Berdasarkan
Perm

enPAN
RB

N
o
26

tahun
2020:

3
Tersedianya

InfrastrukturJalan
10

|Persentse
Jalan

dalam
Kondisi

U
kuran

yang
m
enyatakan

kondisijalan
terpelihara

dengan
baik

W
ilayah

D
alam

KondisiBaik
Baik

yang
berada

dibaw
ah

kew
enangan

penanganan
pem

erintah
kabupaten

| Panjang
jalan

kabupaten
dalam

kondisiba
0,

Panjang
seluruh

jalan
kabupaten

X
10076



BU
PATI

BEN
G
KALIS,

ttd

KASM
ARN

I

N
O

Tujuan/Sasaran
IN
D
IKATO

R
KIN

ERJA
U
TAM

A
D
EFIN

ISI
O
PERASIO

N
AL

PEN
JELASAN

/ FO
RM

U
LASI

PERH
ITU

N
G
AN

(2)
(3)

4
(5)

4
M
eningkatnya

Kapasitas
Angkutan

|
11

(Jum
lah

orang/barang
yang

U
kuran

pendekatan
keberhasilan

penyediaan
konektivitas

dan
—

|Jum
lah

orang/barang
yang

terangkut
angkutan

penyeberangan
terangkut

angkutan
pengelolaan

m
oda

pada
suatu

w
ilayah

penyeberangan:
a.

O
rang

B.
Barang

5
Terw

ujudnya
penataan

dan
12

|IKLH
Indeks

kinerja
pengelolaan

lingkungan
hidup

secara
nasional

IKLH
-
IPA

#
IPU

4
ITH

Pem
bangunan

kaw
asan

berw
aw

asan
dan

m
enjadi

acuan
dalam

m
engukur

kinerja
perlindungan

dan
3

lingkungan.
pengelolaan

lingkungan
hidup

6
Terw

ujudnya
pem

bangunan
13

jIndeks
Resiko

Bencana
Bahaya

(H
azard)

dihitung
berdasarkan

rata-rata
daritingkat

kaw
asan

berw
aw

asan
bahaya

berupa
data

frekuensidan
m
egnitude

daribahaya
alam

lingkungan
hidup.

sepertibanjir,longsor,gem
pa

bum
i,tsunam

i,
dan

lain-lain.
kerentanan

(Vulnerability)
diam

atiberdasarkan
param

eter
sosial

V
,

budaya,
ekonom

i, fisik
dan

lingkungan. untuk
data

tentang
R

—
ulnerability

kapasitas
kem

am
puan

dilakukan
dengan

m
enggunakan

m
etode

isk
penilaian

kapasitas
berdasarkan

param
eter

kapasitas
regulasi,

kelem
bagaan,

sistem
peringata,pendidikan

pelatihan
keteram

pilan,m
itigasi dan

sistem
kesiapsiagaan.

(Perhitungan
IRBI

Kabupaten
bengkalis

berdasarkan
hasilyang

dikeluarkan
dariBN

PB)

azord
Cc

apacity
H


